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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang berperan penting

dalam peta geopolitik dunia dengan wilayahnya yang luas. Indonesia

memiliki total luas 1,9 juta km2 dengan total 17 ribu pulau di Indonesia

menurut data statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2023

yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia.1

Tanah merupakan permukaan bumi, baik yang berupa daratan

maupun yang tertutup air dalam batasan tertentu sepanjang penggunaan dan

pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang

di atas dan di dalam tubuh bumi.2 Tanah yang berada di daratan Indonesia

secara bersamaan merupakan aspek fundamental dalam hukum agraria di

Indonesia karena memiliki nilai yang tinggi baik dari segi ekonomi, politik

dan/atau hukum, juga sosial.

Indonesia berada dalam posisi krusial dalam pengelolaan dari tanah

sehingga dibutuhkan lebih banyak upaya yang harus dilakukan demi

mengelola tanah ini sendiri. Dengan keberagaman kondisi geografis, serta

berbagai kepentingan yang menyebabkan saling tumpang tindih antara

pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Di Indonesia, tanah dikenal

bukan hanya sekadar sumber daya alam yang vital, tetapi juga merupakan

1 Indonesia, BPS, Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2023,
(Statistik Indonesia, 2023)

2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 1 Angka 4
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simbol kekayaan, stabilitas sosial. Dengan demikian pengelolaan tanah

merupakan salah satu pilar utama dalam struktur tata kelola negara,

terutama dalam konteks pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam

konteks ini, pengelolaan tanah dan pajak menjadi sangat penting untuk

memastikan transparansi dan keadilan dalam pengenaan pajak bumi dan

bangunan.

Perolehan tanah sering kali dilakukan dengan pemindahan atau

pengalihan atas tanah yang mana apabila transaksi telah terjadi, maka

terdapat 2 (dua) jenis pajak yang harus dibayar masing-masing pihak.

Penerapan pajak tanah merupakan melalui instrumen seperti Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) untuk pihak penjual tanah dan Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pihak pembeli tanah yang

digerakkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).3

BAPENDA menggunakan zona nilai tanah sebagai acuan untuk

menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam pengenaan PBB dan

BPHTB.4 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan bahwa, “Nilai

Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual

beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli,

Nilai Jual Obyek Pajak ditentuan melalui perbandingan harga dengan obyek

3 Erviana, Irma, Zulkifli Aspan, dan Sri Susyanti Nur, “Pembebanan Pajak
Penghasilan pada Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali,” Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum,
24.1 (2021), hlm. 40.

4 Maimanah, Zahra Amalia, Budi Ispriyarso, dan Paramita Praningtyas,
“Pemanfaatan Dokumen Zona Nilai Tanah (Znt) Sebagai Dasar Pemungutan Penerimaan
Negara Bukan Pajak,” Notarius, 12.1 (2019)
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lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak

pengganti.”

BAPENDA melakukan verifikasi dan penelitian lapangan untuk

memastikan bahwa nilai transaksi tanah sesuai dengan harga pasar wajar

dengan menggunakan metode perbandingan harga pasar dan biaya.5

BPHTB merupakan salah satu mekanisme penting untuk

mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor tanah yang dipungut oleh

pemerintah kabupaten/kota.6 BPHTB ini sendiri merupakan pajak atas tanah

dan/atau bangunan yang mana perbuatan atau peristiwa hukum yang

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang

pribadi atau badan yang mana dipungut berdasarkan perhitungan sendiri

oleh Wajib Pajak.7 Hak yang disebutkan di sini ialah hak atas tanah

termasuk hak pengelolaan beserta dengan bangunan di atasnya sebagaimana

hal ini dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan

bangunan.8

BPHTB berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan bagi

pemerintah daerah, tetapi juga sebagai alat pengelolaan tanah. Melalui

kebijakan perpajakan yang efektif, pemerintah diharapkan dapat

mengarahkan penggunaan tanah untuk mendukung pembangunan yang

5 Suryanto; Hermanto, Bambang; Mas Rasmini, “Analysis of Potential Land and
Building Transfer Tax as One of,” Adbispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian
Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, 3.3 (2018).

6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 4 Ayat (2)

7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 5 Ayat (2)

8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 1 Angka 39
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berkelanjutan dan mencegah adanya spekulasi tanah yang dinilai berlebihan.

Namun, penerapan daripada BPHTB ini sering kali dihadapkan dengan

permasalahan terutama terkait penentuan nilai tanah yang akurat dan adil

yang mana ini nantinya akan menjadi acuan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran sentral dalam

pengelolaan tanah di Indonesia. BPN bertugas untuk mengelola dan

mengatur semua aspek terkait dengan tanah, termasuk pendaftaran,

pengukuran, dan penilaian tanah. Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) yang

dikeluarkan oleh BPN digunakan sebagai acuan untuk menentukan nilai

tanah dalam berbagai transaksi properti.9 Namun, perlu diingat bahwa ZNT

ini dapat berbeda-beda tergantung pada lokasi dan jenis tanah, sehingga

memerlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memastikan ketepatan

nilai.

Harga tanah di BPN dihitung tergantung pada luas tanah yang

nantinya digunakan sebagai dasar untuk pembuatan sertifikat tanah dan

pengenaan pajak bumi dan bangunan. Pembuatan sertifikat tanah ini sendiri

diperlukan suatu proses pendaftaran tanah yang mana bagi pendaftar

memerlukan data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-

bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-

batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap

sudut bidang tanah yang bersangkutan.10 BPN juga menyediakan informasi

9 Mujiati, dan Nuraini Aisiyah, “Peningkatan kualitas peta kerja dalam pendaftaran
tanah sistematis lengkap,” Tunas Agraria, 5.3 (2022).

10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah. Pasal 17 Ayat (1)
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batas tanah yang dapat diakses secara online melalui situs Bhumi dari

kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

(ATR/BPN).

Kebutuhan warga atas tanah terus meningkat seiring dengan

pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, pemerintah dihadapkan dengan

permintaan yang meningkat akan tanah. Hal ini tentunya menimbulkan

tekanan yang besar terhadap ketersediaan tanah dan dengan tidak sadar

mendorong terjadinya kenaikan harga atas tanah. Di sisi lain, pertumbuhan

penduduk sering kali tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang yang

memadai sehingga hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih

penggunaan tanah dan konflik kepentingan antara berbagai pemangku

kepentingan. 11

Sebagaimana menjadi bangsa Indonesia yang memiliki hak atas tanah

ini cukup menunjukkan bahwa adanya unsur privat yaitu kepemilikan antara

bangsa Indonesia dengan tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Namun hal itu tidak menutup bahwa adanya unsur hukum publik pula dalam

hal ini karena mengandung tugas kewenangan untuk mengatur dan

mengelola tanah tersebut bersama-sama demi kemakmuran rakyat yang

sebesar-besarnya. 12

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan tanah, pemerintah Indonesia

meluncurkan suatu kebijakan yang bertujuan untuk menyatukan berbagai

11 Firsa Asha Sabitha, “Analisis Pengaruh Tingkat Urbanisasi Terhadap Ketersediaan
Lahan Lahan Permukiman Perumahan di Kota Surabaya,” Jurnal Lemhannas RI, 10.1
(2022), hlm. 20-21.

12 Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif (Kencana, 2014), hlm. 154.
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data geospasial yang ada di berbagai lembaga pemerintah ke dalam satu

kesatuan platform yang terintegrasi, kebijakan ini disebut dengan Kebijakan

Satu Peta.

Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) diperkenalkan dalam buku

yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) yang berjudul

Kebijakan Satu Peta (One Map Policy): Roh Pembangunan dan

Pemanfaatan Informasi Geospasial di Indonesia yang menyebutkan bahwa

kebijakan ini merupakan arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang

mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan

satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.13 Atas dasar

kesatuan dari kebijakan ini dapat didukung dengan adanya transparansi yang

kemudian dalam hal pengelolaan tanah, masyarakat dapat mengakses

informasi yang diperlukan untuk memahami proses penilaian tanah.

Kebijakan Satu Peta, yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia,

bertujuan untuk menyatukan dan menyinkronkan berbagai peta tematik atau

seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu

peta secara terintegrasi. Peta ZNT digunakan oleh BPN sebagai acuan untuk

menentukan nilai tanah dan pendaftaran tanah. Namun, BAPENDA juga

menggunakan zona nilai tanah sebagai dasar untuk menentukan nilai tanah

dalam pengenaan BPHTB.14

13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan
Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Pasal 1 Angka 1

14 Ulfah Dwi Rahmawati, dan Moh Indra Bangsawan, “Urgensi kebijakan satu peta
untuk menyelesaikan tumpang tindih penggunaan lahan,” Prosiding Seminar Nasional
Program Doktor Ilmu Hukum, 2022.
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Dengan diterapkannya Kebijakan Satu Peta, pemerintah dapat dengan

lebih mudah dan akurat menentukan ZNT yang menjadi dasar penting dalam

penentuan nilai tanah suatu daerah. Integrasi data geospasial melalui

Kebijakan Satu Peta dapat membantu memastikan bahwa zona nilai tanah

yang digunakan oleh BAPENDA sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh

BPN.15

Dasar hukum yang mendasari Kebijakan Satu Peta adalah Peraturan

Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan

Satu Peta, yang kemudian dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 23

Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta.

Sementara itu, perhitungan BPHTB diatur dalam Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian

dicabut dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang

mengamanatkan pemerintah daerah untuk menetapkan tarif BPHTB

berdasarkan nilai tanah dan bangunan yang diperoleh dari zona nilai tanah

yang telah ditetapkan. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta, penentuan ZNT

menjadi lebih terkoordinasi, sehingga mendukung terciptanya kepastian

hukum dan efisiensi dalam pengelolaan pajak dan perolehan hak atas tanah

dan bangunan di Indonesia.

Dengan demikian, tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi

pemilik tanah dan bangunan, tetapi juga memungkinkan pemerintah untuk

15 Mujiati, dan Nuraini Aisiyah, “Peningkatan kualitas peta kerja dalam pendaftaran
tanah sistematis lengkap,” Tunas Agraria, 5.3 (2022).
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mengoptimalkan penerimaan daerah melalui BPHTB dengan perhitungan

yang lebih tepat dan berdasarkan data yang valid. Dalam konteks ini,

Kebijakan Satu Peta tidak hanya menjadi alat untuk penataan ruang, tetapi

juga berperan penting dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya

dalam sektor perpajakan.

Dengan menggabungkan berbagai peta tematik dari seluruh

kementerian dan lembaga, pemerintah dapat menyusun perencanaan

pembangunan yang lebih akurat dan efektif. Hal ini sangat penting

mengingat Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman wilayah

yang sangat tinggi, baik dari segi kondisi geografis, demografi, hingga

potensi sumber daya alam.16 Dengan adanya satu peta yang komprehensif,

setiap kebijakan pembangunan yang diterapkan dapat lebih tepat sasaran

dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.

Kebijakan Satu Peta juga berkontribusi pada peningkatan kualitas

pelayanan publik, khususnya dalam sektor pertanahan dan penataan ruang.

Masyarakat dapat merasakan manfaat dari proses pelayanan yang lebih

cepat, transparan, dan akurat karena data yang digunakan dalam berbagai

proses administratif telah terintegrasi dengan baik. Keberadaan peta yang

mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat juga meningkatkan kesadaran

dan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengelolaan ruang

wilayah.

16 “Sumber daya alam di Indonesia,” Wikipedia
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam_di_Indonesia diakses 4 September 2024
pukul 12:17 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam_di_Indonesia
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Penulis menilai bahwa penerapan Kebijakan Satu Peta penting untuk

mewujudkan kesatuan data antar lembaga, guna meningkatkan kualitas data

pertanahan yang esensial dalam pengelolaan pertanahan. Kebijakan ini

dapat menyatukan informasi peta dari berbagai sektor, meningkatkan

efisiensi, dan mendukung keadilan dalam pengenaan pajak bumi dan

bangunan..17 Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian hukum normatif

dengan judul: "Analisis Kebijakan Satu Peta Dalam Penentuan Zona

Nilai Tanah Berbasis Data Geospasial."

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini selaras dengan

konteks penjelasan dari permasalahan yang telah disampaikan, di antaranya

adalah:

1. Bagaimana penentuan Zona Nilai Tanah dalam Bea Perolehan Hak Atas

Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan pendaftaran tanah?

2. Bagaimana dampak yuridis Kebijakan Satu Peta dalam penentuan Zona

Nilai Tanah dalam BPHTB dan pendaftaran tanah berbasis data

geospasial?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang dicantumkan di atas, penelitian ini

bertujuan untuk:

17 Mujiati, dan Nuraini Aisiyah, “Peningkatan kualitas peta kerja dalam pendaftaran
tanah sistematis lengkap,” Tunas Agraria, 5.3 (2022).
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1. Menganalisis penentuan Zona Nilai Tanah dapat berkontribusi pada

penghitungan BPHTB dan pendaftaran tanah.

2. Menganalisis data geospasial atas dampak penerapan Kebijakan Satu Peta

dalam penghitungan BPHTB dan pendaftaran tanah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat dalam

pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang pendaftaran tanah,

perpajakan, dan manajemen data geospasial;

b. Menyelidiki interaksi antara zonasi, penilaian spasial, pendaftaran

tanah, dan penerapan BPHTB;

c. Mengeksplorasi dampak kebijakan terhadap distribusi nilai tanah

dan beban BPHTB serta peningkatan transparansi dan akurasi data

pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini bertujuan memberikan manfaat bagi pemerintah,

pengusaha, dan masyarakat dalam penentuan zona nilai tanah untuk

BPHTB dan pendaftaran tanah;

b. Menyediakan panduan untuk menentukan zona nilai tanah dengan

mempertimbangkan lokasi, penggunaan lahan, dan kondisi pasar;

c. Membantu pemerintah menyempurnakan regulasi dan kebijakan

terkait nilai tanah dan BPHTB yang proporsional dengan data dan

analisis mendalam.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis memberi batasan yang ketat dalam pembahasan penelitian ini

untuk memfokuskan dari tujuan awal dari penelitian. Penelitian ini memiliki

fokus utama yang tertuju pada bagaimana Kebijakan Satu Peta yang akan

menghasilkan data geospasial dapat berperan dalam penentuan nilai harga

atau zona nilai atas suatu tanah di suatu wilayah. Kemudian, bagaimana

kebijakan tersebut dapat berguna untuk pendapatan daerah melalui penerapan

pajak atas penentuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) serta pendaftaran tanah oleh

Badan Petanahan Nasional (BPN). Data geospasial sendiri merupakan aspek

geospasial yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau

kejadian di permukaan Bumi. Geospasial mencakup data yang berisi

informasi tentang ruang fisik, seperti peta topografi, citra satelit, dan data

populasi.18

F. Kerangka Teori

1. Grand Range Theory

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, menurut

paham Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah kepastian hukum

yang sebenarnya atau realistic legal certainly.19 Kepastian hukum

menjamin bahwa setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi

18 Saddam Hussein, “Spasial dan Geospasial: Arti Kata, Pengertian dan
Penjelasannya,” Geospasialis, 2022 https://geospasialis.com/spasial-adalah/. Diakses 4
September 2024, pukul 8:37 WIB.

19 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19

https://geospasialis.com/spasial-adalah/
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tindakan hukumnya dan mewujudkan prinsip-prinsip persamaan di

hadapan hukum tanpa diskriminasi dalam keadaan tertentu. Kepastian

hukum mencakup pengertian kepastian yuridis, serta kemungkinan

adanya aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah

diperoleh, serta diterapkan oleh instansi pemerintah secara konsisten.20

Kepastian hukum mencakup keputusan peradilan yang independen dan

pelaksanaannya yang nyata. Hukum yang konkret dan jelas,

menghindari abstraksi, serta memastikan keadilan dan ketertiban dalam

Masyarakat inilah yang melahirkan paham asas kepastian hukum.

2. Middle Range Theory

Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Menekankan atas paham Organische Staatsleer yang

menyatakan bahwa hak mutlak untuk memungut pajak timbul dengan

adanya sifat negara itu sendiri, sebagai suatu organisasi (perkumpulan)

dari individu-individu. Dr. W.H. van de Berge dalam bukunya

Beginselen van de Belastingheffing menyatakan teori ini mengajarkan

bahwa negara sebagai groepsverband (organisasi dari golongan)

bertugas menyelenggarakan kepentingan umum dengan memperhatikan

syarat keadilan, dan karenanya dapat dan harus mengambil tindakan-

tindakan yang diperlukannya, termasuk juga dalam tindakan

20 Mario Julyano Sulistyawan &Aditya Yuli, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian
Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Posotivisme Hukum,” Jurnal Crepido, 01.1 (2019),
hlm. 14.
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pemungutan pajak.21 Dengan demikian, negara berhak untuk memungut

pajak atas setiap warganya sebagai kewajiban karena negara menilai

lembaganya menjamin kesejahteraan masyarakat.

3. Applied Theory

Teori Transparansi

Didasari dengan prinsip (Kristianten, 2006), teori transparansi

menekankan keterbukaan dan akses informasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan,

proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Teori ini menekankan pentingnya keterbukaan dan akses informasi

dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap

pemerintahan. Teori ini juga memiliki indikator yang meliputi :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen;

2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi;

3. Proses yang terbuka; dan

4. Kerangka regulasi.22

21 R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (PT Refika Aditama,
2010)

22 Dhea Nur Azizah, dan Emy Kholifah R, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas
dan Responsivitas dalam Pengelolaan APBDes terhadap Kepercayaan Publik,” Pubmedia
Social Sciences and Humanities, 1.2 (2023), hlm 4.
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Normatif. Penelitian dengan

metode normatif lebih menitikberatkan pada aspek-aspek konsepsi

hukum, asas-asas hukum, dan kaidah-kaidah hukum.23 Penelitian ini

berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan

dengan untuk diterapkan dalam praktik penentuan Zona Nilai Tanah

(ZNT), penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) dan pendaftaran tanah. Dengan demikian, penelitian akan

mengkaji secara mendalam teks-teks hukum dan regulasi yang terkait,

serta mengidentifikasi kesenjangan atau kebutuhan untuk

penyempurnaan dalam sistem hukum yang ada, untuk memberikan

rekomendasi berbasis hukum yang dapat meningkatkan keakuratan dan

keadilan dalam pengelolaan nilai tanah dan perpajakan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-

undangan dan konseptual untuk memberikan analisis yang

komprehensif mengenai penentuan Zona Nilai Tanah, penghitungan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan

pendaftaran tanah.

23Willa Wahyuni “Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”
https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-
jurusan-hukum-lt6458efc23524f?page=1 diakses 3 September 2024 pukul 10:13 WIB

https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f?page=1
https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f?page=1
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a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statue approach)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (statue

approach) adalah suatu metode penelitian hukum yang berfokus

pada penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai

sumber utama dalam menganalisis dan penelitian hukum.

Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menilai

konsistensi dan keselarasan antara undang-undang yang satu

dengan yang lain, atau antara undang-undang dengan konstitusi,

serta antara regulasi dengan undang-undang. Secara singkat,

pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menggunakan

regulasi dan legislasi.24

b. Pendekatan Konsep (conceptual approach)

Pendekatan konseptual (conceptual approach) dalam

penelitian hukum adalah suatu metode yang berfokus pada

analisis dan pemahaman konsep-konsep hukum yang

melatarbelakangi isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini

beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam

ilmu hukum.25 Penulis akan mempelajari prinsip-prinsip dan

doktrin-doktrin yang relevan dengan isu yang dihadapiIni

membantu dalam memperjelas ide-ide dengan memberikan

24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Ke-13 (Kencana, 2023), hlm.
137.

25 Ibid., 177.
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pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas

hukum yang relevan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang

dapat digunakan atau diperlukan dengan tujuan sebagai suatu pedoman

dalam suatu penelitian. Bahan hukum sendiri terdiri atas 3 (tiga), yakni

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tersier.26

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

mempunyai otoritasnya sendiri yang terdiri atas perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.27 Penelitian ini

mengutip beberapa perundang-undangan, di antaranya adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi

Geospasial

4. Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea

Perolehan atas Tanah dan Bangunan

26 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Sinar Grafika, 2016), hlm. 138
27 Ibid., 139
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 Tahun

2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan

Perdesaan Dan Perkotaan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan

Pendaftaran Tanah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah

12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang
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Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat

Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta

Skala 1:50.000

14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terlanjut

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan

suatu publikasi untuk mengaplikasikan bahan hukum primer

melalui penjelasan, analisis, atau interpretasi. Penelitian ini

menggunakan beberapa bahan hukum sekunder di antaranya adalah

dengan mengutip pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat

dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis-jenis tulisan

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti,

serta melakukan wawancara lisan. 28

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pendukung untuk

menjelaskan kembali atas bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier dapat berfungsi sebagai referensi baru untuk

28 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram University Press, 2020), hlm. 63
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sumber-sumber hukum lainnya seperti kamus hukum dan

ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini

melibatkan beberapa langkah yang sama seperti penelitian hukum

normatif lainnya yang berfokus pada bahan-bahan hukum tertulis yang

menggunakan metode studi pustaka untuk mengumpulkan dan

menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan seperti :

1. Mengumpulkan studi pustaka, seperti buku-buku, laporan, kajian

ilmiah, dan peraturan perundang-undangan;

2. Mengumpulkan dan mengidentifikasi peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti;

3. Melakukan wawancara lisan bersama praktisi ahli setempat;

4. Membuat klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum untuk

memudahkan analisis;

5. Mengumpulkan bahan melalui internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini mengandalkan pendekatan perundang-undangan,

di mana penulis menelusuri berbagai produk peraturan perundang-

undangan.29 Kemudian menganalisis sumber-sumber hukum seperti

undang-undang, keputusan pengadilan, pendapat ahli untuk memahami

29 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Ke-13 (Kencana, 2023), hlm.
237.
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dan menafsirkan norma-norma hukum yang ada, serta data pendukung

yang diperoleh melalui wawancara lisan praktisi.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan

metode induktif. Metode induktif merupakan metode penarikan

kesimpulan yang dilakukan dengan mengamati atas fakta khusus untuk

mencapai kesimpulan yang bersifat umum untuk pengembangan teori

dalam penelitian. Kesimpulan dengan metode induktif tidak selalu

bersifat mutlak, melainkan bersifat probabilistik.30

30 “Pengertian Penalaran Induktif dan Deduktif dan Contohnya,” Media Indonesia
https://mediaindonesia.com/humaniora/615693/pengertian-penalaran-induktif-dan-
deduktif-dan-contohnya. Diakses 3 September 2024 pukul 9:14 WIB.

https://mediaindonesia.com/humaniora/615693/pengertian-penalaran-induktif-dan-deduktif-dan-contohnya
https://mediaindonesia.com/humaniora/615693/pengertian-penalaran-induktif-dan-deduktif-dan-contohnya
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